WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64
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tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan,
Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota

Tarakan.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1[I
Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9




Tahu

2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

engelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1213);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PELAKSANAAN RENCANA BISNIS ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM KOTA TARAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah

Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.




(o))

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

yar yutn
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah
pada umumnya.

Direktur adalah Direktur BLUD RSU.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSU, yang
disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja
dan anggaran SKPD.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD RSU untuk periode 5 (lima) tahunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Tarakan.

Rencana kerja dan Anggaran SKPD

J

rang selanjutnya disingkat RKA

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD

serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud dan bertujuan:

1.

Mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

pengelolaan keuangan BLUD RSU dapat diselenggarakan dengan baik;

. Melaksanakan pengurusan keuangan BLUD RSU diselenggarakan

sebagaimana mestinya;

. Sebagai alat pengendali dan pengawasan/pemeriksaan

penatausahaan pelaksanaan BLUD RSU;

.Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas,

transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan BLUD RSU

. Sebagai upaya untuk meningkatkan Kkinerja satuan kerja dalam

pelaksanaan anggaran/kegiatan; dan




BLUD RSU untuk mewujudkan
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6. Sebagai pedoman pelaksanaan

kepaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi,

tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.

BAB II
PENYUSUNAN RBA

Pasal 3
(1) BLUD RSU menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada
Renstra.
(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan
kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain
dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan
BLUD lainnya.
(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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huruf a merupakan analisis
pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di
Daerah.

(5) Dalam hal BLUD RSU belum menyusun standar satuan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD RSU menggunakan
standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala
Daerah.

(6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan pagu belanja yang dirinci

menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 4

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
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perkiraan harga,

(@]

Q.

. besaran persentase ambang batas; dan

perkiraan maju atau forward estimate.
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Fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar

pelayanan minimal.

Pasal 5
Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan
pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan rencana
anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan.
Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
¢, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa
setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang
ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan
anggaran  bersumber dari pendapatan operasional yang
diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD RSU.
Perkiraan maju atau forward estimate sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan
guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun

berikutnya.

Pasal 6

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi makro dan mikro;
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d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

v]

perkiraan harga;
anggaran pendapatan dan biaya;

. besaran persentase ambang batas;

oo th

. prognosa laporan keuangan;
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perkiraan maju;

j. rencana pengeluaran investasi modal ; dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi ;

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan

e. hal yang verlu  ditindak laniuti sehubungoan dengan
e. hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan

pencapaian Kkinerja tahun berjalan.
(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tingkat inflasi;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. nilai kurs;
d. tarif; dan
e. volume pelayanan.
(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢, meliputi:
a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanarr; dan

b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

—

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit

penyedia barang dan atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah

memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang

dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
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(10)

(11)

(1)

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/
atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat
margin yang ditenitukan seperti tercermin dari tarif layanan.
Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang
yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional

yang diperkenalkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan

fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSU.

ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun
berjalan seperti tercermin, pada laporan operasional, neraca,
dan laporan arus Kkas.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana pengeluaran investasi modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran
dana untuk memperoleh aset tetap.

Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan
RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam

RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD.

BAB I1I
PENGAJUAN RBA

Pasal 8
RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari
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RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disam

paikan

kepada PPKD sebagai bahan

rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 9
PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk
dilakukan penelaahan.
Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD
untuk BLUD RSU.

Pasal 10
Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA
beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada PPKD untuk
dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD
yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang
APBD.

IISITNnan AOY\
LICLLL U

Tahapan dan jadwal proses penyusun n penetap:s

A

mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan
APBD.
BAB IV
PENETAPAN RBA

Pasal 11
Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,

Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan
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RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai
sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

BLUD RSU untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 12
DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran

BLUD RSU.
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Form

t DPA  BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada a

tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAKSANAAN RBA
Pasal 13
(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang

bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja
modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan
memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;

b. proyeksi pendapatan; dan

c. proyeksi pengeluaran.

d. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan melampirkan RBA.

Pasal 14
(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian
kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Direktur.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD RSU dan laporan
pembiayaan BLUD RSU secara berkala kepada PPKD.




(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (
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) dengan
surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala SKPD menerbitkan
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
untuk disampaikan kepada PPKD.

(4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan,belanja dan
pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan
pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan

pendapatan,belanja dan pembiayaan.

Pasal 16
(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Direktur membuka rekening kas
BLUD RSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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(2) Rekening kas BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas

yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSU.

Pasal 17
(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSU menyelenggarakan:
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b. pemungutan pendapatan atau tagihan,;

c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD RSU;

Q.

. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
dan
f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan
tambahan.
(2) Penerimaan BLUD RSU dilaporkan setiap hari kepada Direktur

melalui pejabat keuangan.

Pasal 18
Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD RSU melakukan penatausahaan
keuangan paling sedikit memuat:
a. pen

b. penerimaan dan pengeluaran;

c. hutang dan piutang;




d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan

e. ekuitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOFA\ TARAKAN,

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Desember 201/9

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOT TARAKAN,

SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 265
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